
ABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURANBUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR~lfTAHUN 2016

TENTANG

PENCABUTANPERATURANBUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 34 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN BANTUANBAGI PENDUDUK

MISKINUNTUKMENDAPATKANPENETAPAN PENGADILANMENGENAI

PENCATATANKELAHIRAN

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang: a. bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 jPUU

XIj2013 tanggal 30 April 2013 yang menyatakan bahwa

Pasal 32 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat ;

b. bahwa sejak tanggal 1 Mei 2013 pelaporan kelahiran yang

melampaui batas waktu 1 (satu) tahun, pencatatannya

tidak lagi memerlukan penetapan Pengadilan Negeri tetapi

langsung diproses oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;

c. bahwa pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu

60 hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan kelahirannya
\

dilaksanakan setelah mendapatkan Keputusan Kepala

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Tanjung Jabung Timur ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan

dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang

Pencabutan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur

tentang Pemberian Bantuan Bagi Penduduk Miskin Untuk

Mendapatkan Penetapan Pengadilan Mengenai Pencatatan

Kelahiran;



Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang

Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3969);

2. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor

35 Tahun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ten tang
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

tentang Perubahan Atas Udang-Undang Nomor 23 Tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5475);



Menetapkan

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang

Perlaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37

Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5373);

7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 ten tang

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor

2 Tahun 2011 ten tang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur Tahun 2011 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 34 TAHUN 2012

TENTANG PEMBERIAN BANTUANBAGI PENDUDUK MISKIN

UNTUK MENDAPATKAN PENETAPAN

MENGENAI PENCATATANKELAHIRAN.
PENGADILAN



_.

Pasal 1

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 34 Tahun

2012 tentang Pembenan Bantuan Bagi Penduduk Miskin

Untuk Mendapatkan Penetapan Pengadilan Mengenai

Pencatatan Kelahiran, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati iru mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap mengetahuinya, memerin tahkanorang

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Benta Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal 1- ~~ber 2016

TELA ... DITELITI
BIDANG SEKRETARIS KA.DINAS

{2 ~ i~%~
~_ .

~UPATIT JABUNG TIMUR,

H.R

Diundangkan di Muara Sabak

• pada tanggal 1.
SEKRETARIS DAERAH KABUPAT TANJUNG JABUNG TIMUR,

KABUPATEN T NJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2016


